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BUPATI BARITO SELATAN
.._

PTRATT'RAIT BI'?ATI BARITO SEI,ATAT{

NOMOR 2 TAHUN 2AI2

TEITTAITG

TATA ITASITAII DISAS

DI LIITGKTIITGAN PEMERIITTAII KABI'PATEIT BARITO SELITTAIT

DTISGAIS RAIIMAT TIIITAIT YAITG MA}IA ESA

BUPATI BARII1O STLI\TAN

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyeragaslalL sistem
administrasi perkantoran lingkup pemerintah daerah sesuai d,engan
perkembangan pemerintahan dan pembarrgunan, perlu mengatur
Tata Naskah Dinas di Linglcungan Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan ;

bahwa Peraturart Bupati Barito. Selatan Nomor 6 Tahun 2OO5

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Selatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,
sehingga perlu diganti ; .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturaa Bupati
Barito Selatan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahr.m 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Katimantan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahua L959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 182O) ;

Undaag-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371 sebagaimana telah diubah dengan Penetapa::
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
TahUrt-2OOS tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang, sebagaimana, diubah terakhir dengan Undang-
Undaag Nomor tZ Tahun 2OO8 tentang Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a4l ;



3.Undang-UndangNomor:..2Tahun2olltentangPembentukan
PeraturanPerund'ang-"'atfrg"t-([:m!ar'anNegaraRepublik
Ind.onesia Tahun 2011 Nomo? 82, Tambahan Lembaran Negara

nlPuUfif< Indonesia Nomor 523a) ;

4.PeraturanPemerintahNomor66Tahunlg5ltentangLambang
Negara(LembaranNegara.nepubliklndonesiaTahunl95l
Nomor 1 1 1, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia

Nomor 176\;

5. peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan

LambangNegara{Lernbaran_rt.g*,RepublikIndonesiaTahrrnl95S
Nomor lg7l, Tambahan t enlbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1636) ;

6'PeraturanPemerintahNomor33Tahun2ooTtentangPembagian
Urusan a,,t.,* Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan

KabupatenlKota,(Lembara-nN.g*"Reprrbliklndonesia'Tahun2oo7
Nomor g2, Tambahan Lemi'aran Neg"ta Republik Indonesia

Nomor a737\;

T.PeraturanPemerintahNomor4lTahun2oo:/tentangorganisasi
PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Talun 2OOT Nomor 89, 'f"*U"ft"t Lmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor a7a\;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 10 Tahun 2008

tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat bewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito

selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2oo8

Nomor 1O) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2OO8

tentang Organisasi dan-Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito
Selatan (Le-mbaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008
Nomor 11) ;

10. peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, E.adan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2008 Nomor 12) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2OO8

tentang Organisasi dan Tata Keda Kecamatan dan Kelurahan
di Kabupa.ten Barito Selatan {Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2OO8 Nomor 13) ;

L2. Peratr:u-an Menteri Pendayagufiaata Aparatur Negara Nomor 22
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OO9

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun ZALL
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

1



MEMUTUSKAN:

MENCtapKan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG TATA NASKAH
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur
penyelen ggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Barito Selatan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan selanjutnya disebut
SKPD Kabupaten Barito Selatan adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencatlaan Pembangunan Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya
disebut UPTD/UPTB adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan
untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.

9. Tata Naskah Dinas adala"h pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan
jenis, forrnat, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan
naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

10. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan
yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

11. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dal redaksional,
serta penggunaan Lambang/logo dan cap dinas.

12. Stempel/Cap Dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.

13. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD
tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.

74. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atam nama
SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas Sampul naskah.

15. Kewenangan adalah kekuasaar: yar'g meleka"t pada sua.tu jabatan.

16. Delegasi adalah peiimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat
kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.



L7. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada

bawahan untuk melakukan suatrr tugas tertentu atas nafi1a yang memberi

mandat.

1g. penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungiawab

yang ada pada seorang pejabat untgk menandatangani naskah dinas sesuai

h"r[att tugas dan kewenangan pada jabatannya'

19. peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk

hukum, yarlg bersifat pengaturan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah

mendapat pi1^*.t ju..r t"r*a*a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
mengatur u.tr".rt otonomi daerah dan tugas pembantuan.

20. peraturan Bupati Barito Selatan adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan

produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan.

2L. peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk

hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah'

22. Keputusan Bupati Barito Selatan adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan

prodrrt hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final'

2g. Keputusan Kepala SKPD ad.alah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk

hukum yang bLrsifat penetapan, individual, konkrit dan final.

24. Instruksi Bupati Barito Selatan adalah naskah d"inas yang berisikan perintah

dari Bupati iSarito Selatan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas

Pemerintahan.

25. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan

dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan

mendesak.

26. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan,

permintaan jawaban atau saran dan sebagainya'

27. Surat Keterangan adalah naskah di.nas yang berisi pernyalaan tertulis dari pejabat

sebagai tanda bukti untuk menerangkan atam menjelaskan kebenaran sesuatu

hal.

2g. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan
yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

29. Surat lzin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu
permohonarl yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

30. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara
dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum
yang telah disePakati bersama.

31. Surat perintah T\rgas (SPT) adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan
kepada bawahan 

- yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

82. Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) adalah naskah dinas dari pejabat
yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan
perjalanan dinas.

33. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan
berisi pemberian wewenang dengan atas narnanya untuk melakukan suatu
tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

84. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alarnat tujuan untuk
menghadiri suatu acara kedinasan-



35. Surat Keterangan Meiaksanakan Tugas (SKMT) adalah naskah dinas dari pejabat

yang berwenang berisi pernyataan"bahwa seorang pegawai telah menjalankan

tugas.

36. Surat Panggilan adatah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan

kepada *"oiattg pegawai unfuk menghadap'

gr. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi

kedinasanantarpejabatataudariatasankepadabawahandandaribawahan
kepada atasan-

3g. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan

konsep naskah dinas kepada atasan'

39. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi

petunjuk tertulis kepada bawahan'

4A. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan a,,Lara lain berisi

analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis'

41. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi

pemberitahuan yang bersifat umum'

42- Laporan adatah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi

danpertanggungjawabantentangpelaksanaantugaskedinasan.

43. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yalg berwenang berisi keterangan

atau catatan tentang sesuatu hal yang-dapat dijadikan bahan pertimbangan

kedinasan.

44. Surat Pengantar adalah naskah d"inas berisi jenis dan jumlah barang

yang berfungsi sebagai tanda terima'

45. Telegram adalatr naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu

yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik'

46. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah.

47. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala

daerah.

4g. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal
yang ditanda tangani oleh para pihak.

49. Notulen adalah naskah dinas yarrg memuat catatan proses sidang atau rapat.

50. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.

51. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi
keterangan atas kehadiran seseorang.

52. Pia,gam adalah na.skah dinas derri pejabat yang berwenang berisi penghargaan
atas prestasi yang telah dicapai atam keteladanan yang telah diwujudkan.

53. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatiha.n disingkat STTPP adalah naskah
dinas yang rnerr.pakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikal dan pelatihan
tertentu.

54. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang
telah mengikuti kegiatan tertentrr.

55. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.

56. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas
sejak ditetapkan pencabutan tersebut.

57. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah
dikeluarkan.



e.

f.

BAB II
TATA NASI(AH DINAS

Pasal 2

Asas Tata Naskah Dinas terdiri atas :

a.

b.

c.

d.

Asas efisien dan efektif ;

Asas pembakuan ;

Asas akuntabilitas / pertanggungjawaban ;

Asas keterkaitan ;

Asas kecePatan dan ketePatan; dan

Asas keamanan.

Pasal 3

Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan

melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah

dinas, spesifikasi informasi, sertl dalam p.ttgg*tt.an bahasa Indonesia yang baik'

benar dan iugas.

Pasal 4

prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas :

Ketelitian ;

Kejelasan ;

Singkat dan padat ; dan

Logis dan meyakinkan.

Pasal 5

Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan
seca-ra teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah
bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.

Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan
dengan memperhatikan kejelasan aspek lisik dan materi dengan mengutamakan
metode yang cepat dan tepat.

fr2\ Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b' dilakukan

melalui tatacaradan bentuk yang telah dibakukan.

Asas akuntabilitas I pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf c, yaitu' penye1..tgg"t""., tata naskah dinas harus dapat

d,ipertanggungjawabkan dari "i[i i*i, format, prosedur, kewenangan, keabsahan

dan dokumentasi.

Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah

dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.

Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 huruf e,

yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran-

Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ,

yaitu penyelenggaraafltata naskah dinas harus atnarr secara fisik dan substansi.

(4)

(s)

{6)

(1)

(3)

(1)

(2)

a.

b.

c.

d.



(s)

(41

prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c'

diselenggarakan dengan menggunu.L.., bahasa Indonesia yang baik dan benar'

prinsip logis dan meyakinkan sebagaim ana dirna'ksud dalam Pasal 4 huruf d'

diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat

harus lengkaP dan efektif'

Pasal 6

Penyelenggaraannaskahdinasdilaksanakansebagaiberikut:

a.

b.

C.

d.

e.

f.

ob'

Pengelolaan surat masuk ;

Pengelolaan surat keluar ;

Tingkat Keamanan ;

Kecepatan Proses ;

Penggunaan kertas surat ;

pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran ; dan

Warna dan kualitas kertas'

Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a'

dilakukan melalui :

a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yarll diterima melalui tahapan :

1. Diagenda dan d.iklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit
pengelola ;

2. Unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan

pimpinan ; dan

3. Surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha"

b. Copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.

c. Alur surat men5rurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan
tertinggi hingga ke pejabat struktural terendaLt yang berwenang.

Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
dilakukan melalui tahapan :

a. Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan
kewenanga.nnya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam
rangka pengendalian ;

b. Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor,
tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja
perangkat daerah ;

c. Surat keluar sebagairnana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirirn ; dan

d. Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.



Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan
mencantumkan kode pada Sampul naskah dinas sebagai berikut :

a. Surat Sangat Rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya
memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara,
keamanan dan keselamatan negara-

b. Surat Rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki
tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi
bangsa.

c. Surat Penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu
mendapat perhatian penerima surat.

d. Surat Konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya
memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya
jalannya Pemerintahan dan pembangunan.

e. Surat Biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namlln
tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak-

Pasal 1O

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut :

a. Amat Segera / Kilat, dengan batas waktu 24 jarn setelah surat diterima ;

b. Segera, dengan batas waktu 2 x24jam setelah surat diterima ;

c. Penting, dengan batas waktu 3 x24 jam setelah surat diterima ; dan

d. Biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e,

sebagai berikut :

a. Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram ;

b. Penggunaan kertas HVS diatas 8O gram atau jenis lain, hanya terbatas untukjenis
naskah dinas yarrg mempunyai nilai keasaman tertentrr dan nilai kegunaan dalarn
waktu lama ;

c. Penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah
berwarna dicetak di atas kertas 8O gram ;

d. Ukuran kertas yang digunakan untuk surat-men5rurat adalah Folio / F4
(215 x 330 mm) ;

e. Ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, paper dan laporan adalah A4
(21O x 297 rnm\ ; dan

f. Ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah AS (165 x2LS mm).

a



Pasal 12

pengetikan sarana administrasi dan komunika-si perkantoran dimaksud dalam Pasal 6

huruf f, sebagai berikut :

1. Naskah Dinas dalam bentuk produk Hukum :

a. Penggunaan jenis huruf Pica ;

b. HuruJ Bookman Old StYle L2 ; dan /

c. Spasi 1 atau 1,5 atau sesua'i kebutuhan'

2. Naskah Dinas dalam bentuk Surat :

a. Penggunaan jenis huruf Pica ;

b.Hurufdisesuaikandengankebutuhan/besarhurufL2;dari
c. Spasi 1 atau 1,5 atau sesuai kebutuhan'

Pasal 13

warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf E'

berwarna putih dengan kualitas baik'

BAB III
NASKA}I DINAS

Pasal 14

(1) Bentuk dan Susunan Naskah Dinas dalam bentuk Produk Hukum di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito selatan, terdiri atas :

a. Peraturan DaeraLt; n

b. Peraturan BuPati ; "
c. Peraturan Bersama BuPati ; dan r'
d. Keputusan BuPati' 4

t2l Ketentgan lebih lanjut mengenai teknis pen5rusunan Produk Hukum Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan pembentukan
peraturan Perundang undangan dan Pembentukan Produk Hukum Daerah
yang berlaku atam diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Pasal 15

Bentuk dan Susunan Naskah Dinas dalam bentuk Surat di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Barito Selatan, terdiri atas :

Instruksi ; q. Lembar DisPosisi ;

Surat Edaran ; t Telaahan Staf ;

Surat Biasa ; s. Pengumuman ;

Surat Keterangan ; t. LaPoran ;

Surat Perintah ; LI. Rekomendasi ;

Surat lzin; v. Surat Pengantar ;

Surat Perjanjian ; w. Telegram ;

Nota Kesepakatan ; x. Lembaran Daerah ;

Surat Perintah T\rgas ; y. Berita Daerah ;

Surat Perintah Perjalanan Dinas ; z. Berita Acara ;

Surat Kuasa ; aa. Notulen ;
Surat Undangan ; ab. Memo ;

Surat Keterangan Melaksanakan T\rgas ; ac. Daftar Hadir ;

Surat Panggilan ; ad. Piagam ;

Nota Dinas ; ae. Sertifikat ; dan
Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ; af. STTPP.

a.
b.
C.

d.
e.
f.
c,b.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

I



(1)

(21

BAB IV
PENGGUNAAI{ DAN KEWENAT{GAN

ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, UNTUK PERIIATIAN' PELAKSANA TUGAS'

PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

Pasal 16

Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang

dalam hubunga, ir',.t .rr"1 antara atasan t<ep-ada pejabat setingkat dibawahnya'

Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang

dalam hubungan iniernal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya'

untuk perhatian yang disingkat u.p. . merupakan jenis penunjukan

gunamempermudah/me*p",."p,-tpenyampaiandanpenyelesaiansesuaidengan
maksud surat.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan -ayat 
(2) tetap berada

pada pejabat y;;t "melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima

pelimpahan *"*"i..rg harus mempertanggungiawabkan kepada pejabat

yang melimPahkan wewenang.

Pasal 17

Pelaksana tugas yang disingkat PIt merupakan pejabat sementara pada jabatan

tertentu yang *""a#"t peilmpahan wewenang penandatanganan naskah dinas'

karena pejabat definitif belum dilaltik'

Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD

atau Keputusan Bupati Sarito Selatan dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun'

plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas

yang dilakukannYa.

(3)

(4)

(1)

{2)

(3)

(1)

{2t

Pasal 18

(1) pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara
pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenallg penandatanganan
naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.

(21 Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD

atau Keputusan Bupati Barito Selatan dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungiawabkan pelaksanaan
atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pasal 19

Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk Jabatan Bupati
Barito Selatan.

Pj" sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan pada daerah
tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

10



BAB V
PARAF, PENULISAIT NAMA, PENANDATANGAIiIAII'

DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASI{AH DINAS

Bagian Kesatu
Paraf

Pasal 2O

(1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf'

12)Naskahd.inasdalambentukdansusunanprodukhukumsebetrumditandatangani1-' 
terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar'

(3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l dilakukan oleh pejabat

terkait secara ]honzarrtal dan vertikal'

(4) Paraf sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakafl tanda tangan

singkat sebagai bentuk O*,L"**iga*.ban 't'u muatan materi' substansi'

redaksi dan pengetikan naskah dinas'

(5) Paraf sebagaimana dimaksud pad'a ayat (4) meliputi :

a. Paraf hierarki ; dan

b. Paraf koordinasi-

Bagian Kedua
Penulisan Nama

Pasal 21

(1) penulisan Nama Bupati Barito Selatan, wakil Bupati Barito Selatan pada naskah

dinas :

a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan Gelar ; dan

b. Dalam bentuk dan susunan surat tidak menggunakan Gelar'

t2l penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat {1) pada naskah dinas :

a. Untuk otentifikasi atau pengundangan produk hukum, tidak menggunakan
Gelar, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Pangkat/Golongan Rrrang ; dan

b. Dalam bentuk dan susunan surat menggunakan Gelar, Nomor Induk Pegawai
(NIP) dan Pangkat/Golongan Ruang.

Bagian Kesatu
Penandatanganan Naskah Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

?asal22

(1) Bupati Barito Selatan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat {2} terdiri atas :

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan ;

Peraturan Bupati Barito Selatan ;

Peraturan Bersama Bupati ; dan

Keputusan Bupati Barito Selatan.

a.

b.

c.

d.

{1
l-I



\2)BupatiBaritoSelatanmenand.atanganinaskatrdinasdalambentukdansusrrnan
suratsebagaimanad'imaksuddalamPasal15terdiriatas:

n. Surat Panggilan ;

o. Nota Dinas ;

p. Lembar DisPosisi ;

q. Pengumuman ;

r. Laporan;
s. Rekomendasi ;

t. Telegram ;

u. Berita Acara ;

v. Memo ;

w. Piagam ;

x. Sertifikat; dan
y. STTPP.

a. Instruksi ;

b. Surat Edaran ;

c. Surat Biasa ;

d. Surat Keterangan ;

e. Surat Perintah ;

t Surat lzin;
g. Surat Perjanjian ;

h. Nota KesePakatan ;

i. Surat Perintah Tugas ;

j. Surat Perintah Perjalanan Dinas ;

k. Surat Kuasa ;

1. Surat Undangan ;

m. Surat Keterangan Melaksanakan Ttrgas ;

(1) Bupati Barito Selatan
pelaYanan Yang bersifat
pertztnart terPadu.

Pasal 23

mendelegasikan penandatanganan pettzinan dibidang

lintas *.fto, kepada SKPD yang membidangi pelayanan

t2)Penyelenggaraanpettzinansebagaimanadimaksudpadaayat(1)' tetap menladi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

1. Surat Edaran ; 9.
2. Surat Biasa ; 10.
3. Surat Keterangan ; 1 1.

4. Surat Perintah ; 12.
5. Surat lzin; 13.
6. Surat Perintah T\rgas ; 14.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas ; 15.
8. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ;

secara fungsional

Nota Dinas ;
Lembar Disposisi ;
Pengumuman ;
Telegram ;

Berita Acara ;
Piagam ; dan
Sertifikat.

Pasal 24

(1) Wakil Bupati Barito Selatan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan

susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

a. Surat Biasa ' h' Nota Dinas ;

b. Surat Keterangan ; i. Lembar Disposisi ;

c. surat Perintah ; i. Telaahan staf ;

d. Surat lzin k' LaPoran ;

e. surat Perintah Tugas ; 1. Rekomendasi ; dan
f. Surat Perintah Perjalanan Dinas ; m. Memo'
g. Surat Keterangan Melaksanakan T\-lgas ;

{21 Wakil Bupati Barito Selatan atas nama Bupati Barito Selatan menandatangani
naskah dinas meliPuti :

a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan Bupati Barito
Selatan ; dan

b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
terdiri atas :

t2



Pasal 25

(1) sekretaris Daerah Kabupaten Barito seratan menandatangani naskah dinas dalam

bentuk d"al1 susunan sura,;;;;;*r-r,u dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

a. Surat Biasa ' 11'

b. Surat Keterangan ; o'

c. Surat Perintah ; P'

d. Surat lzin; q'

e. Surat Perjanjian ' r'

f. Surat Perintah T\rgas ' s'

; ir."t Perintah Perjalanan Dinas; t'
L Surat Kuasa ' n'

i. Surat Undangan ' v'

j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ; w'

k. Surat Panggilan ' x'

1. Nota Dinas ' Y'

m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ; z'

(2) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito selatan atas nama Bupati Barito Selatan

menandatangani naskah d'inas yang meliputi :

a. Dalam bentuk dan
Selatan ; dan

b. Dalam bentuk dan
terdiri atas :

a. Nota Dinas ;

b. Nota Pengajuan Konsep Naskah
c. Lembar Disposisi ;

d. Telaahan Staf ;

a. Surat Biasa ;

b. Surat Keterangan ;

c. Surat Perintah ;

d. Surat Perintah Thgas ;

e- Surat Perintah Perjalanan Dinas ;

f. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ;

Lembar DisPosisi ;

Telaahan Staf ;

Pengumuman ;

Laporan ;

Rekomendasi ;

Surat Pengantar ;

Lembaran Daerah ;

Berita Daerah ;

Berita Acara ;

Notulen ;

Memo;
Daftar Hadir ; dan
Sertifikat.

susunan produk hukum berupa keputusan Bupati Barito

susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

e. Laporan;
Dinas ; f. Surat Pengantar ;

g. Notulen ; dan
h. Memo.

1. Surat Edaran ; 10. Surat Panggilan ;

2. Surat Biasa ; 11' Nota Dinas ;

3. Surat Keterangan ; t2' Pengumuman ;

4. Surat Perintah ; 13' Telegram ;

5. Surat lzin; 14' Berita Acara;
6. Surat Perjanjian ; 15' Piagam ;

7. Surat Perintah Tugas ; 16' Sertifikat ; dan
8. Surat Undangan ; 17 ' STTPP'

9. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ;

Pasal 25

(1) Asisten Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

(21 Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 15 terdiri atas :

g. Surat Panggilan ;
h. Nota Dinas ;

i. Surat Undangan ;
j. Laporan;
k. Surat Pengaretar ; dan
1. Daftar Hadir.
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Pasal2T

StafAhliBupatiBaritoSelatanmenandatanganinaskahdinasdalambentukdan
susunan surat ""u"s"i*ana 

dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

a. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ;

b. Telaahan Staf ; dan

c. LaPoran.

Pasal 28

(1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

a- Surat Biasa ' 1'

b. Surat Keterangan ; m'

c. Surat Perintah ' n'

d. Surat lzin; P'

e. Surat Perjanjian ; Q'

f. Surat Perintah Tlrgas ' r'
g. Surat Perintah Perjalanan Dinas ; s'

L Surat Kuasa ' t'
i. Surat Undangan ; 1l'

j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ; v'
t. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ; w'

(2) Kepala SKPD atas nama Bupati Barito Selatan menandatangani naskah dinas

yang meliputi :

a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati Barito
Seiatan ; dan

b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

terdiri atas :

4. Surat Undangan ; dan
5. Sertifikat.

(3) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selaku Kepala SKPD

atas nama Bupati Barito Selatan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

a. Surat Biasa ;

b. Surat Undangan ;

c. Pengumuman ;

d. Laporan;
e. Telegram;
f. Piagam ;
g. Sertifikat; dan
h. STTPP.

Surat Panggilan ;

Nota Dinas ;

Lembar DisPosisi ;

Telaahan Staf ;

Pengumuman ;

Laporan ;

Rekomendasi ;

Berita Acara ;

Memo;
Daftar Hadir ; dan
Sertifikat.

1. Surat Biasa ;

2. Surat Keterangan ;

3. Surat Perintah ;
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Pasal 29

(1)SekretarisDPRDKabupatenBaritoSelatanmenandatanganinaskahdinasdalam
bentuk dan susunan Surat 

""u"g"imana 
d"imaksud' dalam Pasal 15 terdiri atas :

a. Sr.rrat Biasa ;

b. Surat Keterangan ;

c. Surat Perintah ;

d. Surat lzin;
e. Surat Perjanjian ;

f. Surat Perintah Tugas ;

g. Surat Perintah Perjalanan Dinas ;

h. Surat Kuasa ;

i- Surat Undangan ;

j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ;

t. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ;

1. Surat Panggilan ;

rn. Nota Dinas ;

n. Lembar DisPosisi ;

o. Telaahan Staf ;

p. Pengumuman ;

q. LaPoran;
r. Rekomendasi ;

s. Berita Acara ;

t. Memo ; dan
u. Daftar Hadir.

(2\ sekretaris DpRD atas nama Bupati Barito selatan menandatangani naskah dinas

meliPuti :

a. Dalam bentuk d,an susunan produk hukum berupa keputusan Bupati Barito

Selatan ; dan

b. Dalam bentuk dan sqsunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

terdiri atas :

1. Surat Biasa ;
2. Surat Keterangan ; dan
3. Surat Perintah.

Pasal 3O

(1) Kepala UPT Dinas/Badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasai 15 terdiri a-tas :

a. Surat Biasa; k. Nota Dinas ;

b. surat Perintah ; L Lembar Disposisi ;

c. Surat Perjanjian ; m. Telaahan Staf ;

d. Surat Perintah Tugas ; n. Pengumuman ;

e. Surat Perintah Perjalanan Dinas ; o. Laporarl ;

f. Surat Kuasa ; P- Rekomendasi ;

g. Surat Undangan ; q. Berita Acara ;

h. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ; r. Memo ; dan
i. Surat Panggilan ; s. Daftar Hadir.
j. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ;

(2) Kepala UPT DinasfBadan atas narrra Kepala Dinas/Badan rnenandatangani
naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 terdiri atas :

a. Surat Biasa ;

b. Surat Keterangan ;

c. Surat Perintah ;

d. Nota Dinas ; dan
e. Daftar Hadir.
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Pasal 31

(2) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
U 

sebagaimana dimaksud d"alam Pasal 15 terdiri atas :

(3) Sekretaris atas nama Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk

dan susunan surat sebagaimana dimaksud d"alam Pasal 15 terdiri atas :

a. Surat Biasa ; 8'

b. Surat Keterangan ; I
c. Surat Perintah ' t'

d. Surat Kuasa ; i'
;. Surat Undangan ' k'
f. Nota Peagajuan Konsep Naskah Dinas ; 1'

a. Surat Biasa ;

b. Surat Keterangan ;

c. Surat Perintah ;

a. Surat Biasa ;

b. Surat Keterangan ;

a. Surat Perintah ; e-

b. Nota Dinas ; f.
c. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ; g.

d. Lernbar Disposisi ;

Surat Biasa ;

Surat Keterangan ;

Surat Perintah ;

Nota Dinas ;

Lembar DisPosisi ;

Telaahan Staf ;

Laporan;
Memo ; dan
Daftar Hadir.

d. Nota Dinas ; dan
e. Daftar Hadir.

d. Nota Dinas ; dan
e. Daftar Hadir.

Pasal 32

(1) Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

Surat Biasa ' 1' Surat Panggilan ;

Surat Keterangan ; m' Nota Dinas ;

Surat Perintah ; n' Lembar Disposisi ;

Surat Izin ; o' Telaahan Staf ;

Surat Perjanjian ; P' Pengumuman ;

Surat Perintah T\rgas ; q- LaPoran ;

surat Perintah Perjalanan Dinas ; f. Rekomendasi ;

Surat Kuasa ' s. Berita Acara;
Surat Undangan ; t. Memo ; dan
surat Keterangan Melaksanakan Tugas ; u. Daftar Hadir.
Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ;

(2) Camat atas nama Bupati Barito Selatan menandatangani naskah dinas dalam
bentuk dan susunan surat sebagairfiafla dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

c. Surat Perintah ; dan
d. Surat Undangan.

Pasal 33

(1) Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

Telaahan Staf ;

Laporan; dan
Daftar Hadir.

(2) Kepala Bagian, Kepala Bidang atas nama Kepala SKPD menandatangani naska-h
dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
terdiri atas :

a.
b.
c.
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Pasal 34

(1) Lurah menandatangani laskah dinas dalam bentuk dan susunan surat

sebagaimana dimak"lt'd d'ta* Pasal 15 terdiri atas :

a.
b.
C.

d.
e.
f.
ob'

h.
i.
j.
k.

Surat Biasa ; 1' Surat Panggilan ;

Surat Keterangan ; m' Nota Dinas ;

Surat Perintah ; n' Lembar Disposisi ;

Surat lzin; o' Telaahan Staf ;

5rr"t Perjanjian ; P' Pengumuman ;

iurat Perintah T\rgas ; Q' LaPoran ;

Srrrat Perintatr e"t]"f""t"tt Dinas ; r' Rekomendasi ;

Surat Kuasa ' 
.--J----- s' Berita Daerah ;

Surat Undangan ; t' Berita Acara ;

Surat Keterangan Melaksanakan T1rgas ; 1r' Memo ; dan

Nota Pengajuan Xor*"p Naskah Dinas ; v' Daftar Hadir'

(2) Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam benfuk- dan

susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

Pasal 35

(1) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi,menandatangani naskah

d.inas dalam bentuk dan susunan suraisebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri
atas :

a. Surat Biasa ;

b. Surat Keterangan ;

a. Nota Dinas ' c.

b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ; d-

c. Surat Perintah ; dan
d. Surat Undangan.

Telaahan Staf ; dan
Laporan.

{21 Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, atas nama Kepala Bagian,
Kepala Bidang, Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

a. Surat Perintah ;

b. Nota Dinas ; dan
c. Daftar Hadir.

Bagian Keempat
Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 36

Ketentuan mengenai pendeiegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam
Peraturan Bupati Barito Selatan.

Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Barito Selatan.

Bagian Kelirna
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 37

t1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.

{21 Tinta yang digunakan untuk paraf naskah dinas berwarna biru atau biru fua.
(3) Tinta- yang digunakan untrrk penandatanganan naskah dinas berwarna biru trra.
(4) Tinta yang digunakan untuk keperluan kearnanan naskah dinas berrwarna rnerah.

t1)

(21
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BAB VI
STEMPEL

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 38

Jenis stempel untuk naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito
Selatan terdiri atas :

a. Stempel Jabatan ; dan

b. Stempel Perangkat Daerah.

Pasal 39

(U Stempel Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, Stempel Jabatan
Bupati Barito Selatan.

(21 Stempel Jabatan Bupati Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
na311a jabatan dan rnenggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang-

Pasal 4O

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b,

terdiri atas :

a. stempel SKPD dan atau lembaga lain ;

b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu ; dan

c. stempel UPT.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 41

Stempel Jabatan Bupati Barito Selatan, stempel perangkat daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran.

Pasal 42

Ukuran Stempel Jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 meliputi :

a. Ukuran garis tengah lingkaran luar Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat
Daerah adalah 4 cm;

b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat
Daerah adalah 3,8 cm ;

c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat
Daerah adalah 2,7 crlr; darr

d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

18



Pasal 43

(1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 huruf b, meliPuti :

a. Ukuran garis tengah lingkaran luar Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat
Daerah adalah 1,8 cm ;

b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah Stempel Jabatan dan Stempel
Perangkat Daerah adalah 1,7 crn;

c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat
Daerah adalah 1,2 cm ; dan

d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam
maksimal O,5 cm.

{2) Stempel Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipergunakan untuk Kartu Tanda Penduduk, Kartu Pegawai,

Tanda Pengenal, Asuransi Kesehatan dan sejenisnya.

Pasal 44

(1) Stempel Jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan
pembatas tanda bintang.

t2) Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4O huruf a dan
huruf b berisi nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan nama SKPD yang
bersangkutan.

(3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c, berisi nama
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, nama SKPD dan nama UPT
yang bersangkutan.

Bagiaa ketiga
Penggunaan

Pasal 45

(1) Pejabat yang berhak menggunakan Stempel Jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 huruf a, Bupati Barito Selatan dan Wakil Bupati Barito Selatan.

(21 Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, Kepala SKPD, Kepala Lembaga lainnya,
Kepala UPT atau Pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 46

(1) Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang berhak menggunakan stempel
perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi :

a. Sekretariat Daerah ;

b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas Daerah ;

d. Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah ;

e. Kecamatan ;

f. Kelurahan ; dan
g. Lembaga Lainnya.
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Pasal 47

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan
pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Bagian KeemPat
Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

Pasal 48

(U Kewenangan pemegang dan penyimpan Stempel Jabatan untuk naskah dinas
dilakukai otefr u.rit yrrtg membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat

Daerah.

(2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan
oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.

(g) Unit yang membidangi urltsan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

(4) penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimara dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Bagiaa kelima
Pengamanan

Pasal 49

(1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Selatan, menggunakan kode.

(2) Ketentrran lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati Barito Selatan.

BAB VII
KOP NASKATI DINAS

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 5O

Jenis kop naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
terdiri atas :

a. Kop naska-h dinas jabatan; dan
b. Kop naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua
Bentuk dan Isi

Pasal 51

(1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a,

untuk Bupati/Wakil Bupati Barito Selatan menggunakan :

a. Lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah
atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukurn;
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b. Lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah

atas serta Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faksimile' Website' Email dan Kode

pos ditempatkan dibagian l;G"h !3wah untuk naskah dinas dalam bentuk

dan susunan surat'

(2\ Kop naskah dinas perangkat daerah KS.bupaten Barito selatan ditempatkan

dibagian !.g.g..gt ^t.. 
*"*rr"t sebutan 

- 
Pemlrintah Kabupaten Barito Selatan'

narna satuan"'f.erja'perangk";b;;rah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faksimile'

Website, Email dan Kode Pos'

(3)KopnaskahdinasKecamatand.itempatkandibagiantengahatasmemuatsebutan
pemerintatr Kabupaten Barito selatan, nama KecamaTan, Alamat, Nomor Telepon'

Nomor Faksimile, Website, Email dan Kode Pos'

(4) Kop naskah dinas Kelurahan ditempatkan dibagian telgah atqs memuat sebutan

pernerintah Kabupaten Barito Selatan, nama Kecamathn'- Kelurahan' Alamat'

Nomortetepon,No*o'Faksimile,Website,EmaildanKodePos'

Paragraf Ketiga
Penggunaan

Pasal 52

(1)Kopnaskahd.inassebagaimanadimaksuddatamPasal5l
untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan

Selatan.
(21 Kop naskah dinas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat {2), digunakan

untuk naskah dinas yang ditandatangali oleh Kepala SKPD Kabupaten Barito

selatan yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk'

(3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), digunakan

untuk naskah dinas yang ditand.atangani oleh Camat yang bersangkutan atau
pejabat lain yang ditunjuk.

{4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat {4), digunakan
untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Lurah yang bersangkutan atau
pejabat lain yang ditunjuk-

BAB VIII
SAIYIPUL I{ASKAII DINAS

Bagian Kesatrr
Jenis

Pasal 53

Jenis Sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintah daerah terdiri atas :

a- Sarnpul naskah dinas jabatan ; dan

b. Sampul naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 54

Sampul naskah dinas jabatan dan Sampul naskah drnes perangkat daerah
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 53 berbentuk empat persegi panjang.

2L

ayat (1), digunakan
Wakil Bupati Barito



Pasal 55

(1) Ukuran Sampul naskah dinas jabatan dan Sampul naskah dinas perangkat daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi :

a. Sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dal lebar 30 cm ;

b. Sampul foliolmap dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 crn1'

c. Sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm ; dan

d. Sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 crn dan lebar 14 cm.

t2t Jenis kertas Sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan kertas casing dengan warna :

a- putih untuk Sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 54
huruf a ; dan

b. Coklat untuk Sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud
Pasal 54 huruf b.

Pasal 56

(U Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan
Narna Jabatan dan Alamat, Nornor Telepon, Faksimile, E-mail, Website dan Kode
Pos dibagian tengah atas.

l2l Sampul perangkat daerah berisi nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,
nafira SKPD yang bersangkutan, Alamat, Nomor Telepon, Faksimile, E-mail,
Website dan Kode Pos dibagian tengah atas.

(3) Sampul UPT berisi nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, nama SKPD dan
UPT yang bersangkutan dan Alamat, Nomor Telepon, Faksimile, E-mail, Website
dan Kode Pos dibagian tengah atas.

BAB I)(
PAPAN NAMA

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 57

Jenis papan nama di lingkungan Pemerintah daerah terdiri atas :

a. Papan Nama Kantor Bupati Barito Selatan ; dan
b. Papan Nama Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran, Isi

Pasal 58

Papan nama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasa1 57 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 59

Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan

"\,}
Z. Z-

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 disesuaikan dengan besar bangunan.



Pasal 6O

(1) Papan narrra di Lingkungan ptTg:lttl Daerah Kabupaten Barito Selatan

sebagaimu".rrai*^ksui a^ri* prsar 57 huruf a berisi tulisan Kantor Bupati Barito

Selatan, ,f'*"t, nomor telepon dan kode pos'

(2\PapannamadiLingkunganPemerintahDaerahKabupatenBaritoSelatan
sebagaimana dimaksud deT; 

^ p"-"r sr rr*rrr b berisi tulisan pemerintah

Kabupaten Barito selatan dan Nama s?po yang bersangkutan' alamat'

,ro*ot telePon serta kode Pos'

(3) Jenis bahan dasar, wafna, besar huruf papan nama Kantor Bupati Barito Selatan'

perangkat 
-daerah 

""Uu.gr.i;;.r. 
dirnaksud pada ayat (i) dan ayal {2)

'diu.t iot.h Bupati Barito Selatan'

Bagian Ketiga
PenemPatan

Pasal 61

papan narna kantor perangkat daerah ditempatkan pada tempat yafig strategis'

*,.d.h dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya'

Pasal 62

(1) Bagi beberapa kantor SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek,

dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD'

t2) Papan nama SKPD bagi beberapa kantor SKPD yang berada di bawah satu atap

atau satu komplek, tetap dibuat dan ditempatkan d"idepan SKPD masing - masing'

BAB X
PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN

Pasal 63

t1) perrbahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini
dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.

(2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan.oleh pejabatyarlg menetapkan, mengeluarkan ata.u pejabat diatasnya.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 64

Bupati Barito Selatan melaporkan pelaksanaan naskah dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

PEMBr""""'fi#Lr.*o*o*on
Pasal 65

tl) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan
atas penyelenggaraan naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan.

(Zl Gubernur Kalimantan Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan.
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rAB TTIII
ITE"EHTIJSIT PEITU?UP

kEsI66

Bentuk daa Bu*unan Naskah Dinas, Feagm;ry9n a'n' L}'h' 3:B' Tlt: Plh da$ Fj' Paraf'

Bentuk, Ukuran 4"" lui gt*mF*l, Xop t{askah P"Yu, $ampul-Naskah Dinas dant Papan

Nama sehagaim*na *i**r*u"O ;"-l# gae III, EAH rv," geB 
Y,*BAE Vtr' BA-E VII'

BAE vIg" a*** gA;Ix-tercantum data-rn tar::piran Peraturan B*pati neritr setrataa ir:i'

nc*at 6?

D*nga* berlaku*ya Prraturan Bupeti i$i, rnaka Fcraturan Bupati Barito selatan

S,lsmgr s rahun zocg tentangTata lriaekah Dinae di Lingla"rngan Fenaeri*tah Kabupate*

Barito $elatan* dinyatekan.dic*but d*n tidak berlaku.

Fnffil68

Peratxrafi Bupati Barits Selatan ir:i rr:ulai berlak* pada tariggal diundangken"

Agar *cti*.p orang mengetalruirrya, memerintahkan pngundangnn dengan

pe,1ffipats.n$y* ad4ft .F*rim-beerah Kabupaten Barito Selatan^

?o1g

EIr$fits@$an fi n
paffiffisgal'-'??

t$K
?012

i d*q*:r *li:;:t
DAEEAH

firtr lrrii* _ti;j.4Tt}

RITG SBT,ATAN, rt"-t-.-*--
ca. i:s. ,; ..fl

rJWAIT . s$, sll

Ditetapkan di Bultok.

*F-r#*

fr-#4lwl
ffi"k{

e}]"r--g

6v

BER]?A NAERA}T KABUPATEN BARITO $EIATAN TAHUN ?81? NQMSR E

,t ,$,!:'t



LAMPIRAN:KEPUTUSANBUPATIBARITOSELATAN
NOMOR : 2 TAHUN2OI2'
TANGGAL : 2?,rrauari 2012.

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a'n' 1t'b', u'p', Plt', Plh DAN

PARAF,PENANDATANGANAN,BENTUK,UKURANDANISISTEMPEL,
KOP NASKAH DINAS, SAMPiJL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

A. BENTUK DAN SUSUNAN NASI(AH DINAS.

BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN DAERA}I KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR . TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa ......

Pj,

Mengingat

b. bahwa
........... ;

c. dan seterusnya.

: 1. Undang-Undang...--.... .........-...;

2. Peraturan Pemerintah ......... ;

3. dan seterusnya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan

BUPATI BARITO SELATAN
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/

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

(1)
(21 --.-.

BAB II

(dan seterusnYa)

peraturan Daerah ini mtrlai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuity*, memerintahkan pengundangan
peraturan Daerah ini den[an penernpatannya datam Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di
pada tangal

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

Diundangkan di ...
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SEI,ATAN TAHUN ...... NOMOR......

26



BUPATI BARITO SELATAN

PERATTTIIA$ BTTPATI BARII1O SELILTAI{

NOMOR TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa...........

Mengingat

b. bahwa
................ ;

c. dan seterusnya.

: 1. Undang-Undang ........... -.'--....-.. ;

2. Peratttran Pemerintah .............. ;

3. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG

BAB I
KE-TENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

(2) ........;

(3) dan seterrslr.va..
\-, J
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BAB II
Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ...

BAB...

Pasal ...

BAB...
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

Diundangkan di ...
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SEI,ATAN,

NAMA JELAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ...... NOMOR ......
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BUPATI / WALIKOTA {Pemrakarsa}

PERATURAN BERSAMA BUPATI /WALIKOTA {Pemrakarsa}
DAN BUPATI/UIALII{OTA

NOMOR ... TAHUN

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI / WALIKOTA {Pemrakarsa) DAN BUPATI / WALIKOTA

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

c. dan seterusnya.

Mengingat : 1 . Undang-Undang ........... ............... ;

2. Perafiiran Pemerintah .............. ;

3. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI/V/ALIKOTA
BUPATI/WALIKOTA TENTANG

(Pemrakarsa) DAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dala

Pasal 1

m Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

(u
{21

{3) dan seterusnya.
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BAB II
Bagran Pertama

Paragraf 1

Pasal ...

BAB...
Pasal ...

BAB...
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangafi
peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah

Kabupaten (Pemrakarsa) dan Berita Daera-h Kabupaten/Kota

Ditetapkan di .....

pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA BUPATI/WALIKOTA {Pemrakarsa),

NAMA JELAS

Diundangkan di ..........
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,
(KABUPATEN / KOTA Pemrakarsa)

NAMA JELAS

Diundangkan di ...
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN/KOTA

NAMA JELAS NAMA JELAS

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA (Pemrakarsa) TAHUN ....... NOMOR

30



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

a.

BUPATI BARITO SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO STLILTAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

BUPATI BARITO SETATAN

b. bahwa

c. dan seterusnya.

1. Undang-Undang

2. Peraturan Pemerintah

3. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

dan seterusnya.

Ditetapkan di .

pada tanggal

BUPATI BARITO SEI.ATAN,

bahwa

31
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAIT BIIPATI BARIT'O SELATAfi

NOMOR. "-. -.. TAHUN" "" " "

TENTANG

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa ...""" """""""

b. bahwa

Mengingat

c. dan seterusnya-

1. Undang-Undang ..""""".. """"' ;

2. Peraturan Perrlerintah """"""" ;

3. dan setemsnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA dan seterusnya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal

a.n. BUPATI BARITO SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA JEId,S
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BUPATI BARTTO SELATAN

IilSTRUKSI BUPATI BARIT'O SELATAII

NOMOR

TENTANG

BUPATI BARITO SELATAN

Dalam rangka

dengan ini

Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA

KETIGA

Instruksi ini

dan seterusnya.

i mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .........
pada tanggal

BUPATI BARITO SEIATAN,

NAMA JELAS

Jala-rr Pelita Raya Nomor 3O5 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah

Telepon {0525) 21OO1, Faksimile (0525) 215OO
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BUPATI BARITO SELATAN

SURAT EDARAN

Nomor

TENTANG

TemPat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Yth. .......

di-

BUPATI BARITO SEIA.TAN,

NAMA JELAS

Jala-n Pelita Raya. Nomor 3O5 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah

Telepon (0525)21-OO1, Fbksimile (o525) 21500
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BUPATI BARITO SELATAN

Yth.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Nomor
Sifat
Lampiran
Hat

di-

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JEI"AS

Jalan Pelita Raya Nomor 3O5 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21O01, Faksimile (0525) 21500
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BUPATI BARITO SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor

Yang bertandatangan dibawah inr

a. Nama :

b. Jabatan : BuPati Barito Selatan'

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NIP

Pangkat/ Golongan

a.

b.

I

I

c. Jabatan

Maksud

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergUnakan seperlunya'

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

Jalan Pelita Raya Nomor 3O5 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21001, F'aksimile (0525) 21500
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BUPATI BARITO SELATAN

SURAT PERINTATI

Nomor.

Nama (yang memberikan
Jabatan

perintah) :

MEMERINTAHKAN:

Kepada

a. Nama
b. Jabatan

Untuk

2.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

Jalan Pelita Raya Nomor 3O5 F Buntok Kode Pos 737L1
Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21OO1, Paksimile (0525) 21500
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Dasar

BUPATI BARITO SELATAN

SURAT IZIN

Nomor

TENTANG

b.

MEMBERI IZIN :

a". Nama

b. Jabatan

c. Alamat

d. Untuk

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

Jalan Pelita Raya Nomor 3O5 F Buntok Kode Pos 737LL
Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 2lOO1, Faksimile (0525) 21500

Kepada :

1.

2.
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BUPATI BARTTO SELATAN

SURAT PER.IANJIAN

TENTANG

Padaharitanggalbulandantahun
bertempat di ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.
PIHAK KE I

2.
PIHAK KE II

Pasal .....

Pasal .....

Penutup

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan
tanggal tersebut diatas.

PIHAK KE IT PIHAK KE I

BUPATI BARITO SELATAN.

METERAI

NAMA JELAS
Pangkat

NIP.

Saksi-saksi:
1............
2...........
3. dst......

(tandatangan)
{tandatangan)

NAMA JELAS

39



NOTA KESEPAI{ATAN

ANTARA

PEMERINTAH .......
REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH ..

REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah -........"', Republik Indonesia dan Pemerintah

Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara

masyarakat kedua belah Pihak :

Mengakui pentingnya prinsip keseta r aal1 d an saling menguntungkan'

Merujuk kepada Nota Kesepahaman a.ntara Pemerintah ... ... '. ' Republik

Indonesia dan Pemerintah, RepufUt dalam upaya untuk meningkatkan
kerjasama, yang ditandangani di Kota ..., tanggal.-. -.bu1an.."'tahun"""

Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pada

Negara masing-masing.

Telah meacapai kesepakatan sebagai berikut :

ARTIKEL 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota ....... untuk meningkatkan
dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi
pengembangan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang
dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut :

2.

Segala kegiatan yang mengacu
ketersediaan dana dan personal
disepakati oleh Para Pihak.

ARTIKEL 2
PEMBIAYAAN

kepada Nota kesepakatan ini
Para Pihak, serta sumber lain

bergantung kepada
yang tersedia, yang
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ARTIKEL 3
PENGATURAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, para pihak dapatmembuat pengatrrran program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalamkeseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-biJang sebagaimana
tersebut didalam Artikel 1.

ARTIKEL 4
KELOMPOK KERJA

1.

2.

ARTIKEL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota kesepakatan
ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para pihak.

ARTIKEL 6
PERUBAHAN

Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat
meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan
yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota
Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang
telah ditentukan oleh Para Pihak.

ARTIKEL 7
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

1.

2.

3.

DENGAN DISAKSIKAN OLEH, pihak-pihak
oleh Pemerintah Daerah masing-masing, telah

bawah ini, sebagaimana telah disahkan
menandatangani Nota Kesepakatan ini.

GUB ERNUR/ BUPATI / WALI KOTA BUPATI BARITO SELATAN,

-4t

NAMA JELAS NAMA JELAS



CONTOH

FORMAT MAP

LAMBANG
DAERAH/

LOGO
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BUPATI BARITO SELATAN

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor

Dasar : 1.

2.

3.

Kepada : 1.

Untuk

2.

dan seterusnya.

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.
Jabatan

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.
Jabatan

MEMERINTAHKAN :

: 1.
2.
3.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode pos 7jT11
Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21O01, Faksimils (0OZO) 21000
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SURAT PERIITTAH PERJALANAII DIITAS
(sPPD)

Dikeluarkan di :

Lembar ke
Kode No
Nomor

pada tanggal :

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalirnantan Tengah

Telepon t0525) 21001, Faksimile (0525) 215OO

Pejabat yang memberikan Perintah

2. Nama Pegawai Yang diPerintah

a- Pangkat dan Golongan menurut
PP Nomor 6 Tahun 1,997 '

b. Jabatan.

c. Tingkat menurut peraturan perjalanan'

Maksud Perj alanan Dinas

5. Alat angkut Yang diPergunakan

6. a.

b.

Tempat Berangkat

Tempat Tujuan

7- a.

b.

c.

LarnaPerjalanan Dinas

Tanggal berangkat

Tanggal harus kembali

Pernbebanan Anggaran

a. Instansi

b. Mata Pasal Anggaran

10. Keterangan lain - lain
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I. SPPD No.
Berangkat dari
(tempat kedudukan)
Pada tanggal
Ke

II. Tiba di :

Pada tanggal :

Berangkat dari :

Ke:
Pada tanggal :

(Nama Jabatan)

(Nama Peiabat)
(NIP.)

(Nama Jabatan)

{Nama Peiabat)
(NrP.)

IIL Tiba di :

Pada tanggal :

Berangkat dari :

Ke:
Pada tanggal :

(Nama Jabatan)

(Nama Pejabat)
(NrP.)

(Nama Jabatan)

(Nama Peiabat)
(NrP.)

IV. Tiba di :

Padatanggal : Ke
Berangkat dari :

Pada tanggal :

(Nama Jabatan)

(Nama Peiabat)
(NIP.)

(Nama Jabatan)

(Nama Pejabat)
(NrP.)

V. Tiba kembali di :

Pada tanggal : .............
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas
perintahnya dan semata-mata untuk kepentingal jabatan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya.

SEKRETARIS DAERAH / Pejabat Lain yang ditunjuk,

Nama Pejabat
Pangkat

NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN :

VII. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para
pejabat yang rnengesahkan tanggal berangkat/t:ba serta Bendaharawan bertanggung jawab
berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat
kesalahan dan kealpaannya.

45



I,AMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERII{TAH TUGAS

Nomor

Dasar : 1.

2.

Kepada : 1. Nama
Pangkat/Gol'
NIP.
Jabatan

3. dan seterusnYa.

2. Nama
Pangkat/Gol.
NIP.
Jabatan

MEMERINTAHKAN :

Ditetapkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH /
KEPALA SKPD,

NAMA JELAS
Pangkat

NIP.

46



LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :

Kode No :

Nomor :

SURAT PERINTATI PERJALANAN DINAS
(sPPD)

1. Pejabat yang memberikan perintah

2. Nama Pegawai yang diPerintah

3. a. Pangkat dan Golongan menurut
PP Nomor 6 Tahun L997.

b. Jabatan.

c. Tingkat menurut peraturan perjalanan.

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkut yang dipergunakan

6. a. ?empat Berangkat

Ternpat T\rjuanb.

7. a

b

Lama Perjalanan Dinas

Tanggal berangkat

Tanggal harus kembaliC.

8. Pengikut

9. Pembebanan Anggaran

a.

b.

Instansi

Mata Pasal Anggaran

10. Keterangan lain - lain

Ditetapkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH /
KEPALA SKPD,

NAMA JELAS
Pangkat

NIP.
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L SPPD No.
Berangkat dari
(tempat kedudukan)
Pada tanggal
Ke

II. Tiba di :

Pada tanggal :

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal :

(Nama Jabatan)

(Nama Peiabat)
(NIP.)

(Nama Jabatan)

(Nama Peiabat)
(NIP.)

III. Tiba di :

Pada tanggal :

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal

(Nama Jabatan)

(Nama Peiabat)
(NrP.)

(Narna Jabatan)

(Nama Pejabat)
(NrP.)

IV. Tiba di
Pada tanggal

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal :

(Nama Jabatan)

{Nama Peiabat)
(NrP.)

(Nama Jabatan)

(Nama Pejabat)
(NIP.)

V. Tiba kembali di :

Pada tanggal : .............
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas
perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya.

SEKRETARIS DAERAH I Pejabat Lain yang ditunjuk,

Nama Peiabat
Pangkat

NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN :

VII. PERHATIAN :

pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas,
para pejaU.i y*g rnengesahkan tanggal berangkat/tlba serta Bendaharawarl trertanggung
j.*"U berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi
akibat kesalahan dan kealpaannya.
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BUPATI BARITO SELATAN

SURAT KUASA

Nomor

Yang bertandatangan dibawah

a. Nama
b. Jabatan

MEMBEBI KUASA

Kepada

a. Nama
b. Jabatan
c. NIP.

Untuk

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yang diberi kuasa

NAMA JABATAN,

NAMA JELAS
Pangkat

NIP.

Tgmpat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Yalg memberi kuasa

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

Jatan Pelita Raya Nomor 3O5 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah

Telepon {0525) 21OO1, Faksimile (0525} 21500
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BUPATI BARITO SELATAN

Yth.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Nomor
Sifat
I"ampiran
Hal

di
Undangan.

Hari
Tanggal

Pukul
Tempat
Acara

1.

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JEI.AS

Jalan Pe[ta Ra5ra Nomor 305 F Buntok Kode Pos 737LL
Kaliraarrtan Tengatr

Telepon {0525) 21O01, Faksimile (0525) 21500

Catatan

2.
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BUPATI BARITO SELATAN

SURAT KETERANGAN MELAKSAITAKAN TUGAS
Nomor :

Yang bertanda

Nama
Jabatan

tangan dibawah ini :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Yang diangkat berdasarkan Peraturan
Nomor: ............ terhitung
telah nyata menjalankan tugas sebagai
di-

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan
sesungguhnya dengan mengingat Sumpah JabatanlPegawai Negeri Sipil dan apabila
dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian
bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah

Telepon {0525) 21OO1, Faksimile (0525} 21500
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BUPATI BARITO SELATAN

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Yth.Nomor
Sifat
l,ampiran
Hal Panggilan.

di-

di Kantor

Hari

Tanggal

Pukul

Tempat

Menghadap

Kepada

Alamat

Untuk

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 737I1
Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21001, Faksimile t0525) 21500
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

NOTA - DINAS

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

KEPALA SKPD,

NAMA PEJABAT
Pangkat

NIP.
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

TemPat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KePada

Yth........
Nomor :

Disampaikan dengan hormat

Tentang

Catatan

Lampiran

Untuk Mohon Persetqjuan dan
tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

* Tindak lanjut staf

Catatan : Coret yang tidak perlu (*).

ITOTA PENGA"II'AIT KONSEP I{ASI{AII DINAS

di-

KEPALA SKPD,

NAMA PE.IABAT
Pangkat

NIP
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari
No. Surat
Tg1. Surat

Diterima Tgl :

No. Agenda :

Sifat :

E Sangat segera n Segera E Rahasia

Perihal

Diteruskan kepada Sdr. :

n
Dengan hormat harap :

tr
tr
tr
n

Tanggapan dan Saran
Proses lebih lanjut
Koordinasi / konfi rmasikan

n
I
Dan seterusrrya

NAMA JABATAN,

(Paraf dan tanggal)

NAMA PEJABAT
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

TELIIAIIAN STAF

Kepada

Dari
Tanggal

Nomor

I"ampiran
Hal

I- Persoalan:
a.

_b

II. Praanggapan:

(dan seterusnya).

a.
b. {dan seterr.rsnya).

III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi :

a-
b. (dan seterusnYa)'

IV. Analisis :

a-
b. (dan seterusnya).

V. Kesimpulan :

,^a'
b. (dan seterusnYa).

VI. Saran :

a.
b... --.(danseterusnYa).

NAMA JABATAN,

NAMA PF^IABAT
Pangkat

NIP
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BUPATI BARITO SELATAN

PENGUMUMAN

Nomor

TENTANG

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 7371.1
Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21001, Faksimile (0525) 215OO
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS

PBNENCT<EI DAERAH

LAPORAII

TENTANG

I. Pendahuluan'

a. lJmum ll-atat Belakang

b. Landasan Hulanm

c. Maksud dan Tujuan

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan'

a.

b. (dst).

III. Hasil Yang DicaPai.

a.

b.

IV. Kesirnpulan dan Saran.

(dst).

a.

b' " ' (dst)'

V. Penufup.

Dibuatdi...
pada tanggal

NAMA JABATAN,

NAMA,PF^IABAT
Pangkat

NIP.
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BUPATI BARITO SEI,ATAN

REI(oMENDAST - -. - -.--. -.. " " " """ "" "'
Nomor

a.

b.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

Jalan Pelita Raya Nomor 3OS F Buntok Kode Pos 737L1,
Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21OO1, Faksirrile (0525) 21500
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.

Kepada

Yth.

di-

SURAT PEITGANTAR

Nomor

No. Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan

Diterima tanggal

Penerima

NAMA JABATAN,

Pengirim

NAMA JABATAN,

NAMA PF^IABAT
Pangkat

NIP.

NAMA PBJABAT
Pangkat

NIP.

Nomor Telepon
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rt

FORMULIR BIRITA

Registrasi No :

KLASIFIKASI : SEGERA

Nomor : ......

TTK

&q.A TTK
KMA...
TTK

BBB TTK
KM4......
TTK

CCC TTK Dan Seterusnya TTK HBS

Tanggal waktu pernbuatan

Pengirim

Nama

Jabatan

Tanda tangan

No.Kode
Waktu Lalu

Lintas
Paraf

OperatorTerima Kirim
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BUPATI BARITO SELATAN

BERITA ACARA

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun

1.

kami masing-maslng :

yarrg selanjutnYa

disebut Pihak Pertama.

2. Yang selanjutnYa

d"isebut Pihak Kedua {memuat Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Alamat)'

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Nama jabatan,

Nama Peiabat
Pangkat

NIP.

Dibuat di ......

Pihak Pertama

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS

Mengetahui/ Mengesahkan

Kepala Bagian Hukum,

Nama Pejabat
Pangkat

NIP.

Jatan Felita Raya Nomor 305 F Euntok Kode Fo$ 73711
Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21001, Faksirnile (0525) 21500
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I

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

ilOTIILEI{

Sidang/RaPat

Hari/Tanggal

Vfakfu Panggilan

Waktu Sidang/RaPat

Acara

Pimpinan SidanglRaPat

Ketua

Sekretaris

Pencatat/Notulis

Peserta Sidang/RaPat

Kegiatan Sidang/Rapat

1. Kata Pembukaan

2. Pembahasan

3- Peraturan

2. dan seterusnYa

3. PenutuP.

2. dan seterusnya.

1.

1.

2. dan seterusnya.

Pimpinan Sidang/ Rapa.t
Nama Jabatan,

NAMA PE.IABAT
Pangkat

NIP.
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BUPATI BARTTO SELATAN

MEMO

Dari

Kepada

ISI :

( Tanda Tangan atau Paraf )

Jalan Pelita Raya Nomor 3O5 F Buntok Kode Pos 737L1
Kalimantal Tengah

Telepon {0525) 21001, Faksimile (0525) 21500

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BARITO SELATAN,
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/

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DAT"TAR IIADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari

Tanggal

Waktu

Tempat

Acara

No- Nama Jabatan I
Pangkat Tanda Tangan Ket

1.
2.
3.

dan
seterusnya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nama Jabatan,

NAMA PE.IABAT
Pangkat

NIP.
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LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DAF"TAR IIADIR

Bulan :

Minggu :

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nama Jabatan,

NAMA PRIABAT
Pangkat

NIP.

Ket : P: Pagi
S: Siang

No. Nama PangkatlGol. Tanseal
KetP S P S P S P S P S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L2 13 L4

Kepala Sub
Bagran/

Sekretaris
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BUPATI BARITO SELATA},i

SERTIFIKAT
Diberikan kePada :

I[aaa

NIP.

Instansi :

Sebagai f atas partisipasinya dalam """"""r'!"
yang diselenggarak; oleh.....:......'. dari tanggal sld
bertempat di ........

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BARITO SELATAN,

NAMA JELAS
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B. PEITEMPATAII a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj.

1. Penggunaan "a.n." :

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH A.N. BUPATI BARITO SELATAN
SEKRETARIS DAERAH SEKRETARTS DAERAH,

DR. WANIZAR. S.I.P. M. Si
Pangkat

NIP.

a.n. CAMAT DUSUN SELATAN
SEKRETARIS CAMAT,

WANIZAR. S. Sos. MA
Pangkat

NIP.

2. Penggur^aan o u.b.' :

a.n. BUPATI BARITO SELATAN
SEKRETARIS DAERAH

u.b.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

Drs. WANIZAR. M. Si
Pangkat

NIP.

a.n. LURAH BUNTOK KOTA
SEKRETARIS LURAH,

Drs. WANIZAR
Pangkat

NIP.

Drs. WANIZAR
Pangkat

NIP.

3. Penggunaan " u.p.o :

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
Jalan Pelita Raya Nomor 3O5 F Buntok 737LL

u.p.

Asisten Administrasi Urnum

4. Penggunaan " Plt " :

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Plt. BUPATI BARITO SELATAN
WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI,

WANIZAR WANIZAR
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5. Penggunaan

PIh. GUBERNUR
WAKIL

"Plh" :

KALIMANTAN TENGAH
GUBERNUR,

Plh. BUPATI BARITO SELATAN
WAKIL BUPATI,

WANIZAR

PJ. BUPATI BARITO SELATAN

WANIZAR

WANIZAR

6. Penggunaan " ?i" :

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

WANIZAR

C. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis'

b. Naskah dinas
menandatangani

a. Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Bupati/wakil Bupati Barito

selatan, sekretaris Daerah, Asisten sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,

Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Kabupaten, Kepala Kaltor {t'
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah harus diparaf terlebih dahulu oleh

maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untu|< bertanggung jawab

terhadap su"bstansi,-redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf-tersebut pada lembar

terakhir naskah dinas """ru.i.rah 
jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama

pejabat yang akan menandatangani'

yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan
naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf'

c. paraf untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dibubuhkan pada

lembar pertama.

d. Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman,
sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah
setiap halaman.

e. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih
dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian
bawah.

f. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran,
pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran surat,
rromor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang'
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2. Pembubuhan paraf koordinasi.

a. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya
menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengeilah, unit lain yang
terkait dan Bagian Hukum pada setiap lembar naskah.

b. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya
menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang
terkait pada lembar terakhir naskah.

c. Paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam :

(2) BUPATT BARTTO SELATAN (3)

(1) WANTZAR

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik :

PARAF HIERARKHIS

Sekda....

Ass.

Bagian..

dst

Contoh paraf koordinasi di lingkungan Kabupaten :

PARAF KOORDINASI

Bagran.....

Bagian..

Basian----

dst

PARAF KOORDINASI

Dinas.

Badan..

Kantor..

dst

3. Penulisan nama'pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.

a. Penulisan nama Bupati dan nama Wakil Bupati Barito Selatan pada naskah
dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar ;

b. Penulisan nama Bupati dan nama Wakil Bupati Barito Selatan pada naskah
dinas dalam bentuk surat tidak menggunakan gelar ;

c. Nama Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional
menggunakan Gelar, NIP dan Pangkat/Golongan Ruang.
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D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL'

Yang menggunakan lambang'

Yang tidak menggunakan lambang

STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD.

a. Contoh StemPel Jabatan.

b. Contoh Stempel Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan.

1.

2,7 cm 3,8 cm

Lambang Negara/Daerah

2,7 cm 3,8 cm

69J{E

ffi
a (seroa ja
\r\--/^\,,
(ao--#sD

ffi* (s erwnu J p
\ -):*,€ME
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ffi. / BAPPEDA\ 'rk \------J *
\/\ ,- \'---"-\ ,

QaMD

c. Contoh Stempel Satuan Kerja perangkat Daerah.

d. Contoh Stempel Kecamatan dan Kelurahan.

e. Contoh Stempel Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.

f. Ukuran Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu.

,5 cm 1,2 cm L,7 crn 1,8 cm

Contoh stempel untuk Kartu Tanda Penduduk, Kartu Pegawai, Tanda
Pengenal, Asuransi Kesehatan dan sejenisnya dengan skala 4 : l.

g^\ -/ -*(arM^.J

ffi
/ KELUR.rH.ArI \

* [Butrroi'<qi,l *

e"X-/ry

ffi
* ffiss{N) *
r\ / ?ex",
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E. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOp NASI(AH DINAS.

L- Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nalna pemerintah
daerah dan narna satuan kerja perangkat daerah adalah 3 :4.

a. T\rlisan nama pemerintah daerah dengan huruf disesuaikan dengan
keperluan / besar huruf 14.

b. Tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf disesuaikan
dengan keperluan / besar huruf 18.

2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh Kop naskah dinas Bupati Barito Selatan dalam bentuk produk hukum.

BUPATI BARITO SELATAN
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contoh Kop naskah dinas Bupati Barito selatan daram bentuk surat.

BUPATI BARITO SELATAN

Jalan Pelita Raya Nomor 3O5 F Buntok Kode Pos 73711
I{alimantan Tenga}r

Telepon (0525) 21OO1 Faksimile {0525) 21500
Website : ............ Email :
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ContohKopNaskahDinasSekretariatDewanPerwakilanRakyatDaerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SEI{RETARTA; rliwar penireffi,ar RAI(YAT DAERATT

Jalan pahlawan Norrro, 100 Bunt#;..d" Pos 73711 Kalimantan Tengah

r"d#;iolzsissqqe Faksimile {0525) 24500
-Website : ...'-.""""' Email

Contoh Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah'

PEMERINTAHKABUPATENBARITOSELATAN
SEKRE'TARIAT DAERAH

Jalan Pelita Raya Nomor 3O5 F Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 2L442 Faksimile {0525} 50005- 
Website : .......-.--. Email: """".'"

contoh Kop Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAII
Jalan patrlawan Km. 5 Nomor 35 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21442 Faksimile (0525) 5OOO5

Website : ............ Email : .......'....

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS KESEHATAI{

Jalan Pelita Raya Nomor 35 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21442 Faksimile (0525) 50005

Website : ............ Email: .-.....-....
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Contoh Kop Naskah Dinas Kecamatan dan Kelurahan'

PEMERINTAHKABUPATENBARITOSELATAN
KECAMATAN DUSUN SELATAIT

Jalan TugU Nomor 35 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 2t442 Faksimile (0525) 5OOO5

Website : .....'...... Email : """"""

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN DUSUN SELATAN

KELURAHAN BUIITOK KO?A
Jalan Kelurahan Nomor 35 Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21442 Faksimile (0525) 5OOO5

Website : ............ Email: ............

F. BEIITUK, UKURAN DAIT ISI SAMPUL NASKAII DINAS.

UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada Sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah
daerah dan tulisan nalna satuan kerja perangkat daerah adalah 3 : 4

a. Tulisan Nama Pemerintah Daerah dengan huruf disesuaikan dengan keperluan /
besar huruf 14.

b. T\;lisan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan huruf disesuaikan dengan
keperluan / besar huruf 18.

Contoh 1 : Kop Sampul Naskah Dinas Bupati.

W 
+--- (Garuda Kuning Emas)

BUPATI BARITO SELATAN
Jalan Pelita Raya Nomor 3O5 F Buntok Kode Pos 73711

Telepon (0525) 2LOOL Faksimile (0525) 21500
e-mail : ............... Website : ...............

Kepada

Nomor : ...... / ..... I ... / ... .

(Stempel)
Yth. Sdr

(Kode Pos)
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Contoh 2 : Kop Sampul Naskah Dinas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SEKRETARIAT DAERAII

Jalan Pelita Raya Nomor 3O5 F Buntok Kode Pos 73711
Telepon {0525) 21242 Faksimile (0525) 30003

e-mail : ............... Website : ...............

Nomor : ....../ .....1 ...1 ....
(Stempel)

Kepada

Yth. Sdr. ...
di-

(Kode Pos)

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SEKRE"TARIAT DPRI}

Jalan Pa.Llawan Nomor 1O Buntok Kode Pos 73711
Telepon {0525) 55555 Faksimile (0525) 66666

e-mail : Website : ...............

Kepada

Nomor ......t ..... I ... I ....
(Stempel)

Yth. Sdr.
di-

{Kode Pos)

Contoh 3 : Kop Sampul Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS I{EHUTANAI{

Jalan Panglima Batur Nomor 10 Buntok Kode Pos 73711
Telepon (0525) 55555 Faksirnile {0525} 66666

e-mail : ............... Website : ...............

Nomor : ....../ .....1...1 ....
(Stempel)

Kepada

Yth. Sdr. .,.
di-

(Kode Pos)
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PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BADAI{ LINGKUNGAII HIDUP
Jalan Tugu Nomor 1OO Buntok737l2

Telepon (0525) 77777 Faksimile (0525) 88888
e-mail : Website : ...............

Nomor 1.....1...1... Yth.

Kepada

Sdr. ....
di-(Stempel)

(Kode Pos)

Contoh 4 : Kop Sampul Naskah Dinas Kecamatan dan Kelurahan'

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

I{TCAMATAII DUSUN SELATA}I
Jalan Tugu Nomor 3O Buntok737l2

Telepon (0525) 26000 Faksimile t0525) 27OOO

e-mail : ............... WebSite :

: ......1 .....1 -..1 ..-.
(Stempel)

Kepada

Yth. Sdr. ...
di-

(Kode Pos)

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN DUSUN SELATAN

KELURAHAN BUITTOK KOTA
Jalan Kelurahan Nomor 3O BuntokTSTLl

Telepon (0525) . Faksimile (0525)
e-mail : ............... Website : ..............-

: ....../ .....1 ...1 ....
(Stempel)

Kepada

Yth. Sdr. ...
di-

(Kode Pos)
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G. BENTUK, UKURAIT DAN ISI PAPAN NAMA.

1. BEI{TUK.

Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
pafljang berbentuk segi empat.

Contoh :

berbentuk empat persegi

2. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3 ; 4.

a. ukuran huruf " 3 " untuk tulisan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
b. ukuran huruf " 4 " rtrtfttk tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. BAIIAN.

1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan
kebutuhan daerah, misalnya dari bahan ka5ru, beton, seng/plat dan lain
sebagainya.

2. Bahan huruf papan narna diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat
atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.
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Contoh 1 : Papan nama Kantor Bupati.

I{ANTOR BUPATI BARITO SELATAN

Jalan Pelita Raya Nomor 3o5 F Buntok Kode pos 7371 1Telepon (0525) 2tOO1 Faksimile (OS2S)-ZrSbO

contoh 2 : Papan narna satuan Kerja perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pelita Raya Nomor 3os F Buntok Kode pos 2s711Tetepon (o s 2 s) z 1242 i ak;imil;-to sis)-z-s o o i 
"'

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DIITAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Ampah Buntok Km. 4 Nomor 33 Buntok Kode pos 73211
Telepon (O5ZS) 32OOO Faksimile {OS25} 32OO1

contoh 3 : Papan nama Kecamatan d.an Kelurahan/Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN DUSUN SELATAN

Jalan Ttrgu Nornor 50 Buntok Kode Pos 73711
Telepon (0525) 6OOOO Faksirnile (0525) 633333

J-\
Y
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PEh{ERI}'r?A}I HAEUPATA}I EARTTO SELAT!{hT
KECAMATAN DUSUN SELATAN

TTETXIRAHA3r EU$TSK KO?A

Jetaft Kelurehan Igplpqlts Bu*rak Kade p*s 7321,1r*l*pon {0525} 65065 F.k_i;riGr&Zi,ia;*& -'

PEMERI}ryAH I{ABUPATEN BARITO StrLATAN
KECA&{ATAN trUSLTN SEI,ATAFT

DESA SABABILAH

Jatry punt*k - AeFa&-Knx. 14 Buntok Kode pos ?Brr lTetrepon {osss} isrs rs r"uffit*Iior*st-:isd*

1.
f)

3.

trEIUERIN?AH KABUPATEN EARITO SELATAN

$EKHE:TARIAT SAERAH
BABAN KESATI.JAN BAN*SA, POLITIK DAN PERLI}{PL}NGAN MASY*qRAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN UAT{ CNIAIANT Srr]r. 

U! ITAIIU

J*Ia* Pelita Raya Nomcr 3os F Buntok Kode Fo* z3zt1
Telep*a {052s} lstsls, g$ts?s, ssssss Faks*mile {esEs}a6asg6

co*t*h 4 : Fap*n &am*. ya:lg terletak satu ataplsatu k*mp1ek.


